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A. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep umum, peran, dan fungsi
2. Mahasiswa mampu memahami metode pendekatan dalam penggunaan di lapangan

B. Kegiatan Belajar 
Elemen implementasi dari sistem manajemen K3 menurut OHSAS 18001 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan K3

2. Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan menentukan pengendaliannya

3. Persyaratan hukum dan lainnya

4. Objektif K3 dan program K3

5. Sumberdaya, peran, tanggungjawab, akuntabilitas dan wewenang

6. Kompetensi, pelatihan dan kepedulian

7. Komunikasi, partisipasi dan konsultasi

8. Pendokumentasian

9. Pengendalian dokumen

10. Pengendalian operasi

11. Tanggap darurat

12. Pengukuran kinerja dan pemantauan

13. Evaluasi kesesuaian
14. Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, tindakan koreksi dan langkah pencegahan

15. Pengendalian rekaman

16. Internal audit

17. Tinjauam manajemen

1. Kebijakan K3

Kebijakan merupakan persyaratan utama dalam semua sistem manajemen, kebijakan mampu memberikan daya gerak dan semangat untuk keberhasilan suatu usaha. Karena itu OHSAS 18001 mensyaratkan ditetapkannya kebijakan K3 dalam organisasi oleh manajemen puncak.
Kebijakan K3 merupakan perwujudan dari komitmen pucuk pimpinan yang memuat visi dan tujuan organisasi, komitmen dan tekad untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, kerangka dan program kerja.
Sebuah kebijakan hendaknya jangan hanya bagus dan indah di atas kertas tetapi tidak ada implementasi atau tindak lanjut sehingga akan sia-sia.

Berbagai bentuk komitmen yang dapat ditunjukkan oleh pimpinan dan manajemen dalam K3 antara lain:

a. Dengan memenuhi semua ketentuan K3 yang berlaku dalam organisasi, seperti penggunaan alat keselamatan yang diwajibkan dan persyaratan K3 lainnya

b. Memasukkan isu K3 dalam setiap kesempatan, rapat manajemen dan pertemuan lainnya

c. Secara berkala dan konsisten mengkomunikasikan keinginan dan harapannya mengenai K3 kepada semua pemangku kepentingan

d. Melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan K3 seperti pertemuan keselamatan, kampanye keselamatan dan kesehatan kerja, pertemuan audit K3
e. Memberikan dukungan nyata dalam bentuk sumberdaya yang diperlukan untuk terlaksananya K3 dalam organisasi

Kebijakan K3 yang baik disyaratkan memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Sesuai dengan sifat dan skala risiko K3 organisasi

b. Mencakup komitmen untuk peningkatan berkelanjutan

c. Termasuk adanya komitmen untuk skurangnya memenuhi perundangan K3 yang berlaku

d. Didokumentasikan, diimplementasikan dan dipelihara

e. Dikomunikasikan

f. Tersedia bagi pihak lain yang terkait

g. Ditinjau ulang secara berkala

Kebijakan yang sering kali hanya berupa slogan kosong yang tidak tercermin dalam pelaksanaan dan kinerja K3 organisasi. Salah satu faktor penyebab antara lain karena pengembangan kebijakan K3 tidak melalui proses yang baik. 
Pengembangan kebijakan K3 harus mempertimbangkan faktor sebagai berikut : 

a. Kebijakan dan objektif organisasi secara korporat

Kebijakan K3 harus sejalan atau mendukung kebijakan umum atau strategi bisnis yang ditetapkan. Sering kebijakan tidak bisa diimplementasikan karena tidak sejalan atau tidak mempertimbangkan kebijakan organisasi secara menyeluruh, misalnya rencana pengembangan produk, jasa, teknologi dan bisnis.
b. Risiko dan potensi bahaya yang ada dalam organisasi

Kebijakan K3 pada dasarnya adalah untuk merespon risiko K3 yang ada dalam organisasi. Karena itu dalam mengembangkan kebijakan K3 harus mempertimbangkan faktor risiko.
c. Peraturan dan standard K3 yang berlaku

Kebijakan K3 didasarkan kepada berbagai standar dan ketentuan perundangan dan standar lain yang terkait dengan kegiatan bisnis organisasi. Kebijakan K3 harus dapat menjawab kebutuhan untuk memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku
d. Kinerja K3

Kebijakan K3 disusun dengan mempertimbangkan kinerja K3 sebelumnya, sehingga kebijakan K3 dapat menjadi pedoman untuk peningkatan berkelanjutan. Kinerja K3 secara berkala harus dievaluasi melalui kajian manajemen. Dengan demikian, kebijakan K3 juga bersifat dinamis dan harus disempurnakan secara berkala

e. Persyaratan pihak luar

Persyaratan yang diminta oleh pihak lain yang terkait dengan bisnis organisasi, misalnya mitra usaha, konsumen, pemerintah atau pihak lain.
f. Peningkatan berkelanjutan

Kebijakan K3 juga harus  dapat memberikan ruang untuk peningkatan berkelanjutan. Masalah K3 akan selalu timbul selama organisasi masih hidup atau beroperasi

g. Ketersediaan sumberdaya

Kebijakan K3 sering tidak dapat di realisasikan karena sumberdaya organisasi tidak mendukung. Sebaliknya kebijakan K3 sering dibuat tanpa mempertimbangkan kemampuan organisasi serta sumberdaya yang tersedia, sehingga tidak mampu direalisasikan

h. Peran pekerja

Peran pekerja penting adanya dalam pengembangan dan penyusunan kebijakan, sehingga akan memperoleh dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak. Pengembangan K3 dapat dilakukan misalnya melalui komite K3, P2K3, atau perwakilan pekerja lainnya sehingga mereka merasa memiliki dan turut bertanggungjawab untuk merealisasikannya

i. Partisipasi semua pihak

Kebijakan K3 tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh semua pihak dalam organisasi. Banyak terjadi kebijakan K3 yang telah ditandatangani oleh manajemen puncak hanya dianggap sebagai dokumen belaka, tidak memiliki arti dalam kegiatan sehari-hari. Karena itu diperlukan peran semua pihak termasuk pihak terkait dengan bisnis organisasi seperti kontraktor, atau pihak eksternal lainnya.

Berdasarkan masukan yang diterima dan dihimpun dari semua pihak, disusun kebijakan K3. Kebijakan ini harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi dalam organisasi atau unit kegiatan. Selanjutnya kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada smua pihak, misalnya dalam bentuk brosur, intranet, buletin, pedoman K3, atau brosur.
Kebijakan K3 harus mudah dimengerti, dipahami dan didokumentasikan serta didistribusikan kepada semua pihak terkait dalam organisasi.
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